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Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai mempersiapkan diri menghadapi dua vent politik
tahun 2024, yakni Pemilu dan Pilkada. Dua pesta demokrasi yang digelar hampir bersamaan
hanya selisih 8 bulan di tahun 2024, sangat membutuhkan dana yang besar.

KPU Kota Palopo, misalnya, belum mengetahui pasti anggaran yang dibutukan untuk
penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 di Kota Palopo. Namun, Ketua KPU Palopo,
Abbas Johan memastikan, dua event politik tersebut akan menyedot anggaran yang besar.

Sebagai perbandingan, Pilkada Palopo 2018 lalu, menghabiskan anggaran sebesar Rp19 miliar.

Untuk Pilkada 2024, Abbas memprediksikan anggarannya akan lebih besar mengingat
beberapa item kegiatan akan mengalami kenaikan biaya.

Salah satunya, sebut Abbas, honor tenaga ad hoc sesuai Surat Menteri Keuangan bernomor S-
735/MK.02/2018 perihal Usulan Standar Honorarium Badan Ad Hoc Pemilihan 2020,
mengalami kenaikan.
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Merujuk Surat Menteri Keuangan bernomor S-735/MK.02/2018 tersebut, kategori Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk honor ketuanya naik dari Rp1.850.000 menjadi
Rp2.200.000 perorang perbulan, anggota naik dari Rpl1.600.000 menjadi Rp1.900.000
perorang perbulan, sekretaris dari Rp1.300.000 menjadi Rp1.550.000 perorang perbulan, dan
untuk pelaksana/staf administrasi dan teknis naik dari  Rp850.000 menjadi
Rp1.000.000 perorang perbulan.

Kategori Panitia Pemungutan Suara (PPS), untuk ketuanya naik dari Rp900.000 menjadi
Rp1.200.000 perorang perbulan, anggota naik dari Rp850.000 menjadi Rpl.150.000
perorangperbulan, sekretaris naik dari Rp 800.000 menjadi Rp 1.100.000 perorang perbulan
dan staf pelaksana naik dari Rp 750.000 menjadi Rp1.000.000 perorang perbulan.

Pada kategori Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk ketuanya naik dari
Rp550.00 menjadi Rp 900.000 perorang perbulan, anggota naik dari Rp500.000 menjadi Rp
850.000 perorang perbulan dan pengamanan TPS dari Rp 400.000 menjadi Rp650.000
perorang perbulan.

Bagi tenaga ad hoc kategori Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) juga akan naik dari
Rp800.000 menjadi Rp 1.000.000 perorang perbulan. Perbandingan besaran honorarium
tersebut merupakan nilai yang dibandingkan dengan besaran honorarium tenaga ad hoc pada
Pemilu 2019 lalu.

Kenaikan honorarium tenaga Ad Hoc tersebut, kata Abbas Johan, otomatis akan mendongkrak
kenaikan biaya penyelenggaraan Pilkada, termasuk Pemilu. “Jadi, hampir dipastikan, anggaran
Pilkada Palopo 2024 akan lebih besar jika dibandingkan dengan Pilkada 2018. Belum lagi
Pemilu 2024,” katanya.

Anggaran Pilkada 2024 juga diakui Abbas Johan akan mengalami kenaikan di Kota Palopo,
jika dibandingkan Pilkada 2018, karena akan dilakukan tender kotak suara. Sebab, kotak suara
yang dipakai pada Pilkada 2018 tidak bisa lagi dipakai untuk Pilkada 2024. “Tender ulang
kotak suara juga akan menyebabkan kenaikan anggaran,” katanya.

Apakah estimasi anggaran bisa mencapai angka Rp50 miliar dibutuhkan KPU Palopo untuk
menghelat Pemilu dan Pilkada 2024? Abbas Johan tidak berani berspekulasi. “Kita belum bisa
mengetahui estimasi anggarannya, karena kami belum mengarah ke sana. Intinya, biaya
penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 tentu mahal, butuh anggaran besar,” katanya.

Untuk pendanaan, Abbas Johan menyebutkan, Pemilu 2024 murni didanai APBN, dimana
KPU mengusulkan melalui KPU RI. Untuk Pilkada, dananya bersumber dari dana hibah
pemerintah daerah melalui APBD. Terlepas dari besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk
penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024, Abbas Johan menegaskan, jajaran KPU
Palopo siap melaksanakan dan menyukseskannya.

“Saat ini, kami masih menyusun besaran anggaran yang dibutuhkan untuk Pemilu 2024, yang
akan kami ajukan ke KPU RI. Kami belum finalkan, apalagi tahapan Pemilu 2024 baru akan
dimulai bulan Januari 2022, tahun depan,” katanya.
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Senada Abbas Johan, Ketua KPU Kabupaten Luwu, Hasan Sufyan juga mengakui, pelaksanaan
Pemilu dan Pilkada 2024 yang akan digelar hanya selisih 8 bulan, membutuhkan anggaran yang
tidak sedikit.

Khusus Luwu, untuk menyukseskan dua event politik tersebut, Hasan menyebut angka sebesar
Rp56,6 miliar. “Estimasi anggaran untuk Pileg dan Pilkada Rp 56,6 miliar,”
kata Hasan.

Anggaran sebesar itu, menurut dia, banyak digunakan untuk membayar honorarium
penyelenggara ad hoc. Seperti PPK, PPS, dan KPPS yang jumlahnya mencapai 11.340 orang.

“Saat ini, untuk mempersiapkan Pilkada, kami sedang melaksanakan pemutakhiran data
pemilih dan pendidikan pemilih,” tuturnya.

Ia mengatakan, tahapan Pemilu yang juga biasa disebut Pileg dimulai awal tahun 2022
mendatang. “Karena ini adalah agenda nasional, tentunya bukan hanya KPU Luwu yang
mengharapkan suksesnya kegiatan ini. Termasuk peran serta semua pihak dituntut wajib
menyukseskannya,” katanya.

Adapun dalam hal tersebut, Daerah Diultimatum Tuntaskan Anggaran Pilkada

Artikel ini melaporkan adanya ultimatum dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Ultimatum ini terkait dengan penyelesaian
anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Tenggat Waktu: Kemendagri menetapkan batas waktu hingga tanggal 9 Juli 2024 bagi daerah-
daerah untuk menyelesaikan proses pencarian dana hibah untuk pilkada.

Tindakan tegas: Jika pada tanggal tersebut masih ada daerah yang belum mencairkan sisa
alokasi anggaran pilkada, Kemendagri mengancam akan menurunkan tim untuk melakukan
pengawasan dan evaluasi lebih lanjut.

Tujuan ultimatum: Ultimatum ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan
pilkada dapat berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Kemendagri sangat serius dalam mengawasi proses penyiapan anggaran pilkada di seluruh
daerah. Ultimatum yang diberikan menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk
memastikan pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik dan tidak terkendala oleh masalah
finansial.
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Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 63
yang menyatakan:

(1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf £
digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada
individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus
menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko
sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

(2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima
bantuan telah lepas dari resiko sosial.

(3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dianggarkan dalam APBD
sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja
Urusan  Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal
141 yang menyatakan:

(1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang
diperoleh oleh pihak yang menagih.

(2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum
rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak termasuk pengeluaran
keadaan darurat  dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 21 yang menyatakan:

a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah.

b. Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan
pada SKPD dan SKPKD.

c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP
LS;

2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
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4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan
pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan

7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

d. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan
wewenang lainnya meliputi:

1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
2) memeriksa kas secara periodik;
3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;

4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan
internal dan eksternal;

5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau
hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan

6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD
yang melaksanakan fungsi BUD.

e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul PPKD
menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

f. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan:
1) besaran anggaran;

2) rentang kendali dan/atau lokasi; dan

g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;

2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;

3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;

4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;

5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
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7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan
pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

h. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan
wewenang lainnya meliputi:

1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
2) memeriksa kas secara periodik;
3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;

4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan
internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan

5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau
hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

1. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan bendahara unit
organisasi bersifat khusus.

j-  Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan
Bendahara Pengeluaran.

k. Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  secara  administratif bertanggung jawab
atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

l.  Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan bertanggung jawab
secara administratif dan fungsional.

m. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat
laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan
disampaikan kepada PA.

n.  Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan
membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD
dan disampaikan kepada KPA.

o. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan
pertanggungjawaban secara fungsional

atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

p. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan
membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan
disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
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qg. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang
bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan
belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.

. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas
dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

S. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada
Bendahara Pengeluaran.

t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:
1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;

3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi
baik secara langsung maupun tidak langsung; dan

4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara
Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.

u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara
Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan,
tindakan, dan/atau  aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan:

9. Pengeluaran  Daerah  yang dianggarkan dalam  APBD  merupakan
rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah
dalam jumlah yang cukup.

10.  Setiap  Pengeluaran  Daerah  harus  memiliki  dasar  hukum  yang
melandasinya.

11. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam
APBD.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 47 yang menyatakan:

1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang
dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak
secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan
terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan
dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam
yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat
hidup dalam kondisi wajar.
3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan
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setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan

Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan
Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.
5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:

a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang
berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami
keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima
seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat
lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak
mampu.

8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada
penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan
masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian
kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat

penyusunan APBD.
10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas
usulan kepala SKPD.

11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait
dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan
sub  kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan
akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila
ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar  bagi individu

dan/atau keluarga yang bersangkutan.
13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu
alokasi anggaran yang direncanakan.
14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan
dalam Belanja Tidak Terduga.
15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
dilakukan oleh SKPD terkait.
16) Bantuan sosial memenuhi Kriteria paling sedikit:
a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang
ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;

b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan
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sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
C) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali
dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak
wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan
diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan
telah lepas dari risiko sosial; dan
d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
(1) rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan
seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara
wajar.

(2) perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan
kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya
dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
(3) pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat
yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan

dasarnya.
(4) jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan
agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan
yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau
mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi
kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
(7) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang
direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD  sesuai dengan urusan  dan

kewenangannya.
(8) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan
bantuan sosial yang diterimanya.

9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan
peraturan kepala daerah.
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